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Masalah pidana dan pemidanaan merupakan suatu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari hukum
pidana. Pembicaraan tentang pidana dan pemidanaan ini dapat dikatakan setua umur manusia. Terdapat
berbagai istilah, arti pidana yang dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskannya. Pidana dan
pemidanaan ini juga merupakan masalah yang terus dikaji dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Di
Indonesia dewasa ini sedang dilakukan proses pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Nasional yang baru yang tentunya di dalamnya juga berkaitan dengan pembaharuan bentuk-bentuk
pidananya. Penggunaan sanksi pidanaini dalam rangka penanggulangan tindak pidanayang terjadi dalam
masyarakat merupakan hal yang selalu menimbulkan perdebatan yang tiada hentinya. Di satu pihak ada
yang setuju menggunakan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi,
namun di pihak lain ada yang tidak setuju menggunakan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan,
dengan kata lain pidana tersebut supava diganti dengan tindakan lain.

Selain itu terdapat pula teori-teori yang menjelaskan tentang pidana dan pemidanan serta pembenaran pidana
untuk menjelaskan permasal ahan dan persoalan yang paling mendasar dengan penggunaan sanks pidana
adalah apa hak kita untuk menghukum atau memidana orang lain. Pidana dan pemidanaan ini juga
merupakan suatu mata rantai dengan persoal an mengapa seseorang melakukan tindak pidana. Oleh karena
itu suatu hal yang tidak kalah pentingnya yang terlihat dalam membicarakan tentang pidanaini adalah
mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Selain itu juga yang berkaitan erat dengan pidana dan
pemidanaan ini adalah suatu rangkaian kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat baik secaralangsung
maupun tidak langsung apa yang dikenal dengan bahasan sistem peradilan pidana.

Dari segi makna, arti atau hakekat pidanaitu sendiri dilihat dari pihak yang mengalami atau yang menjalani
pidana, pidana tersebut merupakan suatu nestapa, ketidak - senangan, ketidak - enakan, suatu penderitaan,
dan lain sebagainya. Oleh karenaitu bentuk pidana atau tindakan apa pun namanya, baik berupa pidana
penjara, pidana denda atau tindakan perawatan misalnya, merupakan sesuatu yang hal bersifat nestapa,
ketidaksenangan, dan lain sebagainya. Dilihat dari tujuan pidana dan pemidanaan, maka apa pun bentuk
pidana yang diterapkan dimaksudkan untuk mencegah dilakukannyatindak pidana demi pengayoman
masyarakat, mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik
dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak
pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta membebaskan
rasa bersalah pada terpidana.

Secara juridis, filosofis bentuk pidana cambuk sebagai salah satu bentuk pidana mempunyai perbedaan
pendapat, di satu pihak ada yang mengatakan bahwa pidana cambuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai
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dasar yang tertinggi (grund norm) dari bangsa Indonesia yaitu Pancasila, dan di pihak lain adayang
mengatakan bahwa pidana cambuk bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan secara sosiologis, maka
bentuk pidana cambuk sebagai salah satu bentuk pemidanaan dikenal dalam beberapa daerah atau
masyarakat adat di Indonesia.

Di Indonesia pidana cambuk mempunyai relevans yang perlu dipertimbangkan untuk diberlakukan, karena
bentuk pidana cambuk ini merupakan salah satu bentuk pidana yang dikenal dalam beberapa daerah atau
masyarakat adat di Indonesia. Pelaksanaan pidana cambuk ini akan dapat dilakukan, apabila didukung oleh
sistem nilai yang ada dalam masyarakat, dan adanya kebijakan legidatif dari pemerintah. Oleh karenaitu
kepada pemerintah disarankan untuk secara cermat untuk melihat nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat untuk kemudian dijadikan hukum positif di masa yang akan datang. Mengingat masih timbulnya
problematika tentang perbedaan persepsi berlakunya pidana cambuk ini, maka hendaknya pemerintah secara
lebih lanjut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan melakukan penelitian mengenai studi bentuk-
bentuk pidana, dalam rangka menyempurnakan bentuk pidana yang ada saat ini dan mewujudkan bentuk
pidanayang baru yang sesual dengan peraaan keadilan yang terdapat dalam masyarakat.



